BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI DAERAH

Menimbang :

Mengingat:

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan
sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo khususnya terkait pengendalian atas tindakan
kecurangan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 91
Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan bagi
Penyelenggara Negara di Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo;

bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Pengendalian Kecurangan bagi Penyelenggara Negara di Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum
mengakomodasi ketentuan mengenai uraian tugas dan struktur
organisasi satuan tugas pengendalian kecurangan guna
mendukung kelancaran penyelenggaraan pengendalian
kecurangan di Kabupaten Sidoarjo, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Pengendalian Kecurangan bagi Penyelenggara Negara di Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan
Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);



Menetapkan :

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 48);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN BAGI PENYELENGGARA NEGARA DI DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2022 tentang
Pengendalian Kecurangan Bagi Penyelenggara Negara di Daerah di Lingkungan
Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 91)
diubah, sebagai berikut :

1. Diantara BAB VI dan BAB VII Disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIA, yang
berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN
KECURANGAN

2. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Dalam rangka mendukung tertib pelaksanaan pengendalian kecurangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk Satuan
Tugas Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah.

(2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keaggotaan sebagai berikut:

a. penanggung jawab;



b. wakil penanggung jawab;
c. ketua;

d. wakil ketua;

e. sekretaris; dan

f. anggota.
(3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati..
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
(1) Kepala Penyelenggara Negara di Daerah melalui Satuan Tugas Pengendalian
Kecurangan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan
pengendalian kecurangan di lingkungannya.
(2) Bupati menerima laporan pembinaan dan pengawasan pengendalian

kecurangan dari Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan untuk pengambilan
keputusan.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 06 Agustus 2026

BUPATI SIDOARJO,
ttd
SUBANDI
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 06 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2026 NOMOR 32

NOREG PERBUP : 32 TAHUN 2026



